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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam uraian
pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan
pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagkerjaan di Kota
Yogyakarta tidak berjalan efektif dikarenakan banyak menemukan kendala
dalam proses pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala tersebut adalah Nota
Kesepahaman (MoU) yang tidak kuat antara dinas-dinas, kurangnya jumlah
petugas di BPJS Ketenagakerjaan DIY dan perusahaan berbentuk yayasan
yang bergerak dibidang pendidikan. Proses pelaksanaan penerapan sanksi
tidak berjalan efektif bukan disebabkan oleh budaya hukum dan struktur
hukumnya tetapi karena substansi hukumnya (legal substance).
2. Pembaharuan hukum terhadap sanksi bagi perusahaan yang tidak
mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta diperlukan karena dalam
pelaksanaannya tidak berjalan efektif disebabkan karena banyaknya kendala
yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun pembaharuan hukum yang
diperlukan yang pertama yaitu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 dan membuat peraturan tambahan berbentuk peraturan




menjalankan kewajibannya untuk memberikan sanksi administratif. Kedua
yaitu membuat perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenegakerjaan dengan
pihak PTSP mengenai kewajiban perusahaan yang akan meminta izin usaha
wajib melampirkan bukti kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pembaruan
hukum yang ketiga adalah membuat perjanjian kerjasama antara BPJS
Ketenagakerjaan dengan pihak Dinas Pendidikan dan BPJS Ketenagakerjaan
dengan Kopertis serta Direktorat Jendral Perguruan Tinggi untuk memberikan
sanksi pencabutan pelayanan publik tertentu bagi perusahaan berbentuk
yayasan yang bergerak dibidang pendidikan.
B. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian
dan pembahasan mengenai pelaksanaan penerapan sanksi bagi perusahaan yang
tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta, yaitu:
1. Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialiasi kepada
perusahaan-perusahaan di Kota Yogyakarta mengenai program jaminan sosial
BPJS Ketenagakerjaan.
2. Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan sebelum menerapkan sanksi kepada
perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan
sosial BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu melakukan tahapan sosialisasi,
pembinaan, pengawasan dan pemeriksanaan.
3. Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan dalam mencari data potensi di sikronisasi




4. Seharusnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta






Adjie Habib, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai
Pejabat Publik, Refika Aditama, Jakarta.
Agumidah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia, Bogor.
Ali Acmad, 2002, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,
PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta.
Amiruddin dan Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja
Grasindo Persada, Jakarta.
Arifin Zainal, 2010, Dasar-Dasar Hukum Perburuan, Raja Grafindo, Jakarta.
Asikin Zainal dan Amiruddin, 2012, Penghantar Metode Penelitian Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Atmadjaja, D. I, 2011, Hukum Dagang Indonesia, Setara Press, Malang.
Hamzah Andi, 2001, Pokok-Pokok Hukum Keteganakerjaan Indonesia, Rineka
Cipta, Jakarta.
Hasyim Farida, 2009, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta.
Husein Wahyudin, 2008, Hukum, Politik, Dan Kepentingan, Laksbang Presindo,
Yogyakarta.
Ibrahim Johnny, 2012, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang.
Latif Abdul dan Ali Hasbi, 2010, Politik Hukum, Pena Grafika, Jakarta.
Kaelan, 2002, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Paradigma,
Yogyakarta.
MD, Moh. Mahfud, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Marzuki P. M, 2015, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta.
Mertokusumo Sudikno, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, UAJY Press,
Yogyakarta.
Rusli Hardijan, 2011, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor.
 
 
Sampara Said, Agis Abdul, Suftran Muryani, Basyuni Fauziah, Hasanuddin Nurjannah,
Nanda Darwana, Kadir Hasan, Nurjaya, Kanenu Hasanuddin, 2009, Penghantar
Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta.
Saliman A. R, 2011, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana, Jakarta.
Samadani Adil, 2013, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media.
Sutedi Adrian,  2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
Silondae A. A, 2015, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta.
Simatupang R. B, 2007, Aspek Hukum Dalam Bisnis,  Rineka Cipta, Jakarta.
Soepomo Iman, 1990, Hukum Perburuan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan,
Jakarta.
Soemadingrat Otje Salman, 2003, Penghantar Ilmu Hukum, Refika Aditama,
Bandung.
Subagyo Joko, 1999, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta.
Sumardjono Maria, 2006, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis, Yogyakarta.
Sunyoto Danang,  2013, Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha,
Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta.
Sumiarni Endang, Sundari, 2015, Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cahaya
Atma Pustaka, Yogyakarta.
Supriyanto Hari, 2013, Kesejahteraan Dalam Hubungan Industrial di Indonesia,
Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
Triyanto Djoko, 2004, Hubungan Kerja Diperusahaan Jasa Kontruksi, Mandar
Maju, Bandung.
Tunggal H. S, 2014, Seluk Beluk Hukum Ketenagakerjaan, Harvarindo.
Trijono Rahmat, 2014, Penghantar Hukum Ketenagakerjaan, Papas Sinar Sinanti,
Jakarta.
Utsman Sabian, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Wahab Zulaini, 2001, Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di
gIndonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Wahyudi Eko, 2016, Hukum Ketenagakerjaan, Sinar Grafika, Jakarta.
 
 
Wijayanti Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika,
Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelanggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan
Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelanggara Jaminan Sosial Peraturan
Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Jaminan Sosial.
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar
Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor 20
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/ tentang Petunjuk Teknis
Pendaftaran Kepersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan
Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengawasan Dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Website:
www.bpjsketenagakerjaan.com, diakses pada tanggal 24 Oktober 2016.
http://news.detik.com/read/2011/11/04/095238/1759883/103/1/jamsos-pekerja-informal,
dikases pada tanggal 29 Mei 2016.
www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-
dan-administratif, diakses pada tanggal 24 Mei 2016.
Jurnal:
Ronald H, Sianturi, 2014, Perlindungan Hak Pekerja Askes Pasca Pembubaran
PT. Askes (PERSERO), Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Prima
Indonesia, Medan.
Rudi Hendra dan Namsihombing, 2012, Tanggung Jawab Negara Dalam
Pelaksanaan Jaminan Sosial, Jurnal Legislasi Indonesia.
 
 
  
  
  
  
  
  
  
